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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai

berikut dalam perkara antara:

RIDUWAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di RT
003/RW 001, Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten
Mojokerto;
Pemohon Kasasi;

Lawan
SULAIMAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Dusun Ngetrep RT 001/RW 004 Desa Sedati, Kecamatan
Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Pekerjaan Wiraswasta, Status
Kawin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afandi, S.H., M.H.,
dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat Afandi
Mansyur, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Kendalsari
IV/29, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
16 Mei 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan
di atas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut tanpa alas hak
yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad);

3. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai dan
menempati tanah objek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan

kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat secara baik-baik,
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putusag.maf&ayatdlast ngitd 0 jgninan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita
Pengadilan Negeri Mojokerto atas tanah objek sengketa adalah sah dan

berharga;

5. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian akibat tidak bisa menguasai
tanah objek sengketa selama waktu 21 tahun, setelah dihitung berjumlah
Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sejumlah
Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat
secara kontan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada
Penggugat berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat,
terhitung sejak perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri
Mojokerto sampai dilaksanakannya putusan perkara ini;

8. Menyatakan sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru sita
Pengadilan Negeri Mojokerto atas harta benda milik Tergugat adalah sah
dan berharga;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu,
walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (uit
voerbaar bij voorraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Mojokerto punya pendapat lain, maka kami

mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo

et bono);
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mojokerto

telah menjatuhkan Putusan Nomor 34/PDT.G/2017/PN Mijk tanggal 16

November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan mendirikan bangunan
di atas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut tanpa alas hak
yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad);

3. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai dan
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Direkto ehipats anafVibjak sdiygdta Ak magrreibkHb | dkidh denasia
putusan. Mk tRMUEHESE seban apapun kepada Penggugat secara baik-baik,
bila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan aparat negara/polisi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.449.980,00 (satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu
sembilan ratus delapan puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan
Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 51/PDT/2018/PT SBY tanggal 16
April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2018 kemudian terhadapnya
oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus
2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi
Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Mjk jo. Nomor 51/PDT/2018/PT.Sby yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti
dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 16 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 April
2018 Nomor 51/Pdt/2018/PT.Sby jo. Putusan Pengadilan Negeri
Mojokerto tanggal 16 November 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Mjk.

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyetakan gugatan tidak dapat diterima;

Atas kebijakan Bapak Ketua Mahkamah Agung kami sampaikan terima

kasih;
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putusamerdejarsr konera-dfethori kasasi tanggal 23 Oktober 2018 yang pada
pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal
16 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Oktober 2018
dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan
Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto
tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mampu membuktikan objek sengketa adalah milik
Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 470 atas nama
Penggugat (bukti P-2) dan bukti tersebut tidak pernah dinyatakan tidak sah
atau batal sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan
perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan
oleh Pemohon Kasasi RIDUWAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua
tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RIDUWAN, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,
M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
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Direl«énrd Migtis Dambiah&amaeai, Agu Bg B apdalisningionesia
putusanvarat 2 S #Hag M, IRakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai....coconnieeniian Rp 6.000,00
2.RedakSicccececiiinnnnnn.... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi............ Rp484.000,00
Jumlah ................................Rp500.000,00
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